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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelayanan publik, dengan hormat kami sampaikan laporan mengenai layanan 

konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pengaduan perizinan yang 

telah diterima oleh instansi kami selama tahun 2025 dari Bulan Januari sampai 

dengan Desember 2025.  Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjaga integritas 

serta efisiensi dalam proses perizinan.   

Pengaduan yang kami terima mencakup lingkup Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami menerima keluhan terkait layanan lamanya 

proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, hingga keluhan terhadap pelayanan 

petugas serta pengaduan dari pelaku usaha atau masyarakat pada perusahaan yang 

telah berizin tetapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan.  

Dalam laporan ini, kami akan sampaikan juga tindakan-tindakan yang telah kami 

ambil dalam menangani pengaduan tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah 

ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem perizinan, meningkatkan transparansi, dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada kami. Dengan kerja sama dan dukungan dari 

masyarakat dan pelaku usaha, kami yakin bahwa kita dapat terus meningkatkan 

kualitas layanan perizinan dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan 

lancar dan efisien. 

Laporan ini dibuat dengan itikad baik dan harapan besar bahwa tindakan-

tindakan perbaikan yang telah kami lakukan akan memenuhi harapan masyarakat. 

Kami juga tetap terbuka untuk menerima masukan lebih lanjut guna meningkatkan 

kualitas pelayanan penanganan pengaduan perizinan di masa depan 

Demikian Laporan Akhir ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 Purwakarta, 05 Januari 2026 

Mengetahui,  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta, 

 

 

 

 

 

Ketua Tim Pelayanan Konsultasi dan 
Pengaduan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP Kabupaten 

Purwakarta berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. 

Layanan pengaduan dan konsultasi menjadi instrumen vital untuk memastikan 

hambatan teknis dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS-RBA) dapat diselesaikan dengan cepat. 

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan 

kelancaran berbagai aktivitas usaha dan kegiatan masyarakat. Dalam rangka 

memenuhi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, kami telah menerima 

sejumlah pengaduan terkait proses perizinan selama periode tertentu. Laporan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan konsultasi 

perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pengaduan perizinan yang telah kami 

terima, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan proses 

perizinan dan pelayanan kepada masyarakat.  

 Pengaduan yang diterima mencakup beragam masalah, seperti keluhan 

terhadap kelambatan proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, pelayanan 

yang kurang memuaskan, dan masalah lain yang berkaitan dengan pemberian izin. 

Kami menganggap setiap pengaduan sebagai peluang untuk merenung, belajar, 

dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, laporan ini 

mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta 

keinginan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

 Dalam bagian-bagian berikutnya, laporan ini akan membahas berbagai aspek 

pengaduan perizinan, termasuk analisis masalah yang dihadapi, tindakan korektif 

yang telah diterapkan, serta upaya untuk memperbaiki sistem perizinan secara 

keseluruhan. Semua langkah yang telah kami ambil bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan perizinan yang kami sediakan 

kepada masyarakat. 

 Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan 

dan pengaduan kepada kami, serta berharap bahwa laporan ini akan memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai upaya perbaikan yang telah kami lakukan. 

Kami juga tetap terbuka untuk menerima saran dan masukan lebih lanjut yang 

dapat membantu kami dalam menjalankan tugas kami dengan lebih baik. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN 

•  Memberikan kepastian hukum dan solusi teknis bagi pelaku usaha; 

•  Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;. 

•  Mengelola kanal pengaduan GARDU PASTI (Pengaduan Terpadu Perizinan dan 

Investasi) secara profesional dan transparan. 

Maksud penyusunan laporan kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan 

konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko ini, adalah :  

➢ Transparansi: Maksud utama adalah untuk menjaga tingkat transparansi 

dalam operasional instansi yang berkaitan dengan pemberian perizinan. 

Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana instansi menangani 

pengaduan masyarakat terkait perizinan, sehingga pihak-pihak terkait dan 

masyarakat dapat memahami prosesnya. Memberikan akses seluas-luasnya  

kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau 

pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan; 

➢ Evaluasi Kualitas Pelayanan: Laporan ini membantu dalam mengevaluasi 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan. Ini 

memberikan wawasan tentang sejauh mana instansi telah memenuhi 

harapan pemohon dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Membangun 

sistem pengelolaan pengaduan secara terintegrasi; 

➢ Perbaikan Proses: Maksudnya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan 

tantangan dalam proses perizinan dan merancang langkah-langkah 

perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian izin; 

➢ Akuntabilitas: Penyusunan laporan ini adalah bentuk akuntabilitas 

institusi terhadap masyarakat. Ini menunjukkan keseriusan instansi dalam 

mengatasi pengaduan dan memberikan solusi yang tepat. 

Tujuan penyusunan laporan laporan kegiatan penyediaan dan pengelolaan 

layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko :  

➢ Meningkatkan Pelayanan Publik: Salah satu tujuan utama adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait perizinan. Melalui laporan 

ini, instansi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan 

dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

➢ Memperbaiki Proses Perizinan: Laporan ini membantu dalam 

mengidentifikasi masalah dalam proses perizinan dan tujuannya adalah 

untuk merancang perubahan dan perbaikan yang dapat mempermudah dan 

mempercepat proses perizinan. 
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➢ Mengatasi Keluhan dan Pengaduan: Laporan ini bertujuan untuk 

merespons pengaduan yang telah diterima dari masyarakat dan mencari 

solusi yang memuaskan bagi pemohon serta menciptakan dan membangun 

kepercayaan masyarakat. 

➢ Meningkatkan Akuntabilitas: Tujuan lain adalah meningkatkan 

akuntabilitas institusi pemerintah terhadap masyarakat. Laporan ini 

menunjukkan bahwa instansi mengambil tindakan atas pengaduan yang 

diterima dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

➢ Transparansi dan Partisipasi Masyarakat: Laporan ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses tersebut. 

➢ Pengambilan Keputusan yang Informatif: Laporan ini memberikan data 

dan informasi penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

dalam rangka memperbaiki pelayanan perizinan. 

     Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan laporan kegiatan 

penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis 

risiko, DPMPTSP dapat lebih efektif merencanakan dan melaksanakan tindakan 

perbaikan serta menjaga komitmen untuk memberikan layanan perizinan yang 

lebih baik kepada masyarakat. 

 

C. DASAR HUKUM 

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

❖ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;  

❖ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional; 

❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 
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❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Ramah Kelompok Rentan; 

❖ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan 

Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

❖ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan; 

❖ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 

❖ Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

❖ Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 491.05/Kep.95-Diskominfo/2022 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dan Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta; 

❖ Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Purwakarta Nomor 800.1.11/588-DPMPTSP/2025 

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (SP4N-LAPOR!) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025. 

 

D. RUANG LINGKUP 

  Ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan 

berusaha berbasis risiko di DPMPTSP mencakup konsultasi masalah perizinan, 

layanan pembantuan dan permasalahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) serta proses penanganan pengaduan, dari penerimaan hingga 

pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. diantaranya :  

1. Penerimaan Pengaduan; 

2. Registrasi dan Dokumentasi; 



Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi PBBR Tahun 2025 

 
 

 5 

Laporan Akhir 2025 

 

3. Klasifikasi Pengaduan; 

4. Pemeriksaan Awal; 

5. Penanganan Pengaduan; 

6. Investigasi dan Analisis; 

7. Monitoring dan Pelaporan; 

8. Kepatuhan dengan Ketentuan Hukum dan Regulasi; 

9. Pelibatan Masyarakat; 

10. Transparansi dan Akses Informasi; 

11. Kepatuhan Etika dan Profesionalisme. 

 

  Kami memastikan bahwa konsultasi dan pengaduan yang diterima dan 

ditangani oleh kami dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. PROFIL 

Pada era digital ini banyak hal yang berubah diantaranya percepatan 

informasi, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kolaborasi dan investasi. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai 

instansi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan investasi dan pelayanan 

publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara melakukan sejumlah 

perubahan dalam pelayanan publik. Berikut profil dari instansi kami, 

diantaranya :  

 

1. Visi Dan Misi 

 VISI : 

Mewujudkan Purwakarta Istimewa dengan meningkatkan investasi dan 

pelayanan publik yang prima untuk mewujudkan Purwakarta yang lebih 

maju dan sejahtera. 

 MISI : 

o Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial; 

o Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

profesional; 

o Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; 

o Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa; 

o Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan; 

o Peningkatan investasi dan promosi potensi daerah. 

 

2. Tugas Pokok Dan Fungsi 

 Tugas Pokok 

Membantu Bupati Purwakarta dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas-tugas yang diberikan kepada Daerah. 

 Fungsi  

o Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di 

bidang  penanaman modal; 

o Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan 

di bidang  penanaman modal; 
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o Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan 

pemerintahan di bidang  penanaman modal; 

o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal; 

o Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang  penanaman 

modal; dan 

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

 

3. Maklumat 

1. Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar Pelayanan 

2. Kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai 

kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan 

3. Kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau 

memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan standar. 

 

4. Motto 

MOTTO DPMPTSP Kabupaten Purwakarta adalah: 

"Pelayanan Sepenuh Hati" 

 

5. Layanan Publik  

1. Layanan Perizinan berusaha, informasi jenis dan syarat izin; 

2. Pemberian insentif/kemudahan berusaha; 

3. Peningkatan kualitas peta potensi untuk informasi peluang investasi; 

4. Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal. 

 

Jam Operasional MPP Bale Madukara : 

Senin - Jumat: 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 

Madukara Pelayanan Akhir Pekan (MAPAN) : 

• Sabtu : 08:00 - 12:00 

• Ahad/Minggu : 08:00 - 12:00 

 

Alamat MPP Bale Madukara : 

Gedung Eks Pasar Jumat Blok C, Jalan Jenderal Sudirman, Nagrikaler, 

Purwakarta, Jawa Barat 

• Nomor informasi : +62 819 0989 8111 atau  

• Nomor pengaduan :  +62 818 0989 8222 

• Website MPP Bale Madukara : https://mpp.purwakartakab.go.id 
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6. Susunan Organisasi  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja DPMPTSP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kewenangan 

Kewenangan DPMPTSP adalah: 

a.  Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah 

Kota;  

b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;  

c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;  

d. Penyederhanaan prosedur perizinan;  

e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-

sama unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;  

f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu 

jika diperlukan. 

 

B. SUMBER DAYA 

Komposisi sumber daya pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan 

Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Januari s.d 

Desember 2025, meliputi : 
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1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia di layanan konsultasi perizinan berusaha 

berbasis risiko disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.  

Adapun kompetensi sumber daya manusia merupakan Tim Kerja yang 

tergabung dalam tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan 

Masyarakat, diantaranya : 

• Penata Perizinan Ahli Muda merupakan  Ketua Tim Pelayanan 

Konsultasi dan Pengaduan atas pengaduan pelaksanaan pelayanan 

penanaman modal yang mempunyai tugas menyusun program, 

mengendalikan, mengkoordinasikan tim pengelola pengaduan, 

memeriksa dan mengevaluasi serta berkomunikasi dengan pihak 

terkait seperti dinas teknis dan dinas penegak hukum/perda sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan 

dapat berjalan sesuai regulasi. 

• Tim kerja merupakan gabungan dari beberapa sektor yang 

berkompeten yang ada di DPMPTSP bertugas membantu ketua tim 

dalam pelaksanaan tugas, menerima konsultasi perizinan dan 

pengaduan, melaksanakan verifikasi lapangan dan mengevaluasi 

pelaksanaan layanan pengaduan untuk mendukung kegiatan yang 

efektif dan efisien. 

• Petugas Pengelola Pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) bertugas 

menerima aspirasi pengaduan pelayanan publik, memberikan 

laporan atas tindak lanjut pengaduan dan menyampaikan laporan 

secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 

 

Tabel 1 
Komposisi Substansi Pengelola Layanan Konsultasi dan  

Pengaduan Berdasarkan Jabatan 
 

NO FUNGSI JUMLAH 

1 Penata Perizinan Ahli Muda 1 Orang 

2 Anggota Tim  4 Orang 

3 Petugas Pengelola Pengaduan MPP 2 Orang 
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2. Sumber Daya Keuangan (Anggaran)  

 

Anggaran dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Penyediaan dan 

Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

tahun 2025 ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta. Alokasi anggaran tersebut 

digunakan untuk biaya administrasi dan biaya operasional, sebesar Rp. 

15.012.500,- dan telah di realisasikan sebesar: 

 

Tabel 2  
Alokasi Anggaran Pengelolaan Layanan Konsultasi 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
 

TAHUN 

 

PAGU ANGGARAN 

(Rp) 

 

REALISASI (Rp) 

 

PERSENTASE (%) 

2025 

 

15.012.500 

 

12.654.100 84,00% 

  

3. Sumber Daya Fasilitas (Sarana dan Prasarana)  

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “GARDU 

PASTI” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi) yang berlokasi di 

MPP Bale Madukara, diantaranya :  

1. Ruang Kerja : 

➢ Pelayanan Pengaduan : 
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➢ Pelayanan Konsultasi dan Klinik Penanaman Modal : 
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➢ Pelayanan Informasi :  
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2. Teknologi Informasi : 

Gardu Pasti menyediakan kanal pengaduan untuk masyarakat 

yang ingin menyampaikan keluhan atau saran terkait pelayanan publik. 

Kanal pengaduan ini dapat diakses melalui: 

1. Layanan Pengaduan Langsung : 

• Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung dapat 

disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal 

Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta; 

• Mengisi formulir GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale 

Madukara Kabupaten Purwakarta; 

• Scan Barcode Gardu Pasti. 

2. Layanan Pengaduan Offline :  

Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan 

ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau 

ditujukan ke : Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara, dengan 

alamat :  Gedung Eks Pasar Jumat Blok C, Jalan Jenderal Sudirman, 

Nagrikaler, Purwakarta, Jawa Barat. 

3. Layanan Pengaduan Telepon : 

• Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794 

• SMS Gateway Pengaduan / Whatssapp (0818 09898222) 

4. Layanan Pengaduan Online :  

• Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id 

• Website MPP Bale Madukara : mpp.purwakartakab.go.id 

• E-mail DPMPTSP : ptsppurwakartakab@gmail.com 

• E-mail MPP Bale Madukara : mppmadukara@gmail.com 

• IG DPMPTSP : dpmptsp.purwakarta 

• IG MPP Bale Madukara :mppmadukara 

• Diskominfo (PISA) SP4N L4POR 

• Situs Media Online 

 

3. Peralatan Kantor Sarana Prasarana : 

  Gardu Pasti juga didukung oleh sarana prasarana 1 buah 

komputer dan 2 handphone untuk hotline pengaduan dan informasi. 

 

 

  

mailto:ptsppurwakartakab@gmail.com
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN 

 

A. KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN KONSULTASI 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  

 

1. Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Data pengunjung yang melakukan konsultasi perizinan di tenant perizinan MPP 

Bale Madukara dan klinik penanaman modal (LKPM) dari tanggal 2 Januari s.d 

31 Desember 2025 sebanyak 3.799 pemohon/pengunjung dan tertuang dalam 

hasil rekapitulasi berikut ini :  

 

Tabel 3 

Rekapitulasi Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
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Total rekapitulasi pemohon/pengunjung konsultasi PTSP dan klinik penanaman 

modal (LKPM) tahun 2025 
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2.  Kanal Saluran dan Status Pelayanan Pengaduan 

Selama kurun waktu 2025, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah menerima 

beberapa pengaduan melalui berbagai kanal saluran pengaduan yaitu sebanyak 

31 permasalahan dengan status dan rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 4 
Penanganan Pengaduan Perizinan per Kanal Saluran Pengaduan 

 

NO SALURAN PENGADUAN JUMLAH 

1 Tatap muka - 

2 Korespondensi / surat menyurat 4 

3 Formulir Pengaduan Manual 1 

4 Barcode/ Google Form Gardu Pasti - 

5 Website DPMPTSP/Ulasan Google 15 

6 E-mail DPMPTSP - 

7 E-mail MPP Bale Madukara - 

8 Instagram (IG) DPMPTSP - 

9 Instagram (IG) MPP Bale Madukara 1 

10 Situs Media Online - 

11 Diskominfo (PISA) SP4N L4POR 3 

12 Telepon Kantor - 

13 SMS / Whatssapp 7 

 JUMLAH 31 

 

Tabel 5  
Status Pelayanan Pengaduan 

 

NO 
STATUS PELAYANAN 

KONSULTASI DAN PENGADUAN 
JUMLAH 

PERSENTASE 

% 

1 Selesai 31 100 

2 Proses 0 0 

JUMLAH 31 100 

 

 

 

100 %

SELESAI PROSES
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Tabel 6 : Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
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B. HAMBATAN  

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan 

layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko di tahun 2025 ini 

diantaranya yaitu :  

1. Kurangnya Sumber Daya: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya 

sumber daya, termasuk personel, dana, dan teknologi yang diperlukan untuk 

menangani pengaduan. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat 

kemampuan instansi dalam merespons dengan cepat dan memadai terhadap 

pengaduan. 

2. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan: Keterampilan khusus dalam 

menangani pengaduan, termasuk kemampuan komunikasi dan negosiasi, 

seringkali diperlukan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan 

staf dapat menjadi hambatan serius. 

3. Kompleksitas Hukum dan Regulasi: Proses penanganan pengaduan seringkali 

terkait dengan aspek hukum dan regulasi. Kurangnya pemahaman yang cukup 

dalam terhadap aspek hukum yang terkait dapat menghambat penyelesaian 

yang efektif. 

4. Ketidaktransparan Proses: Jika proses perizinan atau penanganan pengaduan 

tidak transparan, masyarakat dapat kurang percaya terhadap peran 

pemerintah sehingga dapat menciptakan hambatan dalam penanganannya. 

5. Birokrasi yang Rumit: Birokrasi yang kompleks dan prosedur yang rumit dalam 

penanganan pengaduan dapat menghambat efisiensi dan memperlambat 

penyelesaian. 

6. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Jika tidak ada peran dan tanggung 

jawab yang jelas dalam penanganan pengaduan, ini dapat menyebabkan 

tumpang tindih atau ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menghambat 

proses. 

7. Ketidakmampuan Berkomunikasi dengan Jelas: Komunikasi yang buruk 

antara instansi yang menerima pengaduan dan pemohon dapat menyulitkan 

pemahaman masalah yang ada dan menghambat resolusi. 

8. Ketidakpuasan Masyarakat: Ketidakpuasan yang berkembang di kalangan 

masyarakat akibat pengaduan yang tidak teratasi dengan baik dapat 

memunculkan hambatan, seperti protes atau gugatan hukum. 

9. Ketidakmampuan untuk Mengukur Kinerja: Tanpa sistem pengukuran kinerja 

yang efektif, sulit untuk mengevaluasi efektivitas penanganan pengaduan. Hal 

ini dapat menjadi hambatan dalam perbaikan proses. 

10. Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

lembaga atau instansi yang menangani pengaduan bisa menjadi hambatan 

serius dalam menerima dan menangani pengaduan dengan baik. 
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C. UPAYA PENYELESAIAN 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pengelolaan pelayanan 

konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, diantaranya :  

1. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengoptimalan anggaran; 

2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun 

melalui media; 

3. Membentuk tim khusus di internal DPMPTSP dan Tim Gabungan dengan 

instansi teknis terkait; 

4. Tersedianya kanal GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara; 

5. Tersedianya juga kanal Ogan Lopian SP4N LAPOR! yang dikelola oleh 

Diskominfo Purwakarta di tenant Mal Pelayanan Publik Bale Madukara; 

6. Melakukan koordinasi dan pembinaan secara rutin terkait validasi data 

pengaduan oleh masing-masing petugas layanan pengaduan; 

7. Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis dilakukan melalui mekanisme rapat 

tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan; 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah 

seperti alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan staf, peningkatan transparansi, 

penyederhanaan prosedur, dan berfokus pada kepuasan pemohon. Selain itu, 

komunikasi yang baik dan keterlibatan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi 

hambatan-hambatan ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan 

pelayanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko kurun waktu Januari 

s.d Desember 2025,  dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan 

baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dibuktikan dengan 

jumlah pengunjung/pemohon sebanyak : 

1. Konsultasi perizinan dan pembantuan klinik LKPM sebanyak 3.799 

pemohon/pengunjung; 

2. Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 31 permasalahan dengan 

status permasalahan Selesai. 

 

B. SARAN 

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

diharapkan dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan dengan melakukan 

koordinasi yang baik antara setiap Sub Sektor di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta khususnya petugas 

layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat back 

office begitu juga halnya dengan petugas tim teknis dari Dinas yang ditujuk. 

Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan ke 

masyarakat ataupun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan 

setiap warga masyarakat sudah dilengkapi izin yang diterbitkan oleh lembaga 

OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purwakarta serta diharapkan adanya monitoring dan evaluasi secara 

rutin terhadap pelaksanaan pelayanan publik tersebut sebagai dasar perbaikan 

pelayanan di masa mendatang. 

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan pelayanan konsultasi perizinan 

berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.  
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